
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATEN

PBRATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR    o4    TAHUN2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI+
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BupATI TABAroNG,

Menimbang    :   a.     bahwa  untuk  melaksanakan  ketentunn  Pasal  317  ayat  (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,   sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tah:un   2023   tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Ken.a  Menjadi  Undang-
Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Kepala  Daerah
wajib   mengajukan   Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang
Perubahan Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah  (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersana;

b.     bahwa   Rancangan   Peraturan   Daerah   tentang   APBD   yang
diajuhan  merupakan  perwujudan  dari  Perubahan  Rencana
Kerja  Pemerintah  Daerah  Tahun  2023  yang  dijabarkan  ke
dalam  perubahan  kebijakan  umum  APBD  serta  perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati
antara  Pemerintah  Daerah  dengan  DPRD  pada  tanggal   19
bulan Agustus Tahun 2023;

C. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Men8ingat      :   1.     Pasal   18  ayat  (6}  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang  Pcnetapan
Undang-Undang   Damrat   Nomor   3   Tahun    1953   tentang
Perpanjangan  Pembentuhan Daerah Tingkat 11  di  Kalinantan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  1953  Nomor  9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor   1820)   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1965  tentang  Pembentukan
Daerah Tingkat  1[ Tanah  I+a:ut,  Daerah Tingkat 11 Tapin  dan.
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Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor  27  Tahun   1959  tentang  Penetapan  Undang-Undang
Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang  Pembentukan  Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  1965 Nomor 51, Tambahan I.embaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 2756);

3.     Undang-Undang  Nomor   17  Tahun   2003   tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  4286),     sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020
tentang  Kebijakan   Keuangan   Negara  dan   Stabilitas   Sistem
Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  CororLa  Vlrz/s Disease
2019    (COVID-19}    dan/atau    dalam    Rangka    Menghadapi
Ancaman    yang    Membahayakan     Perekonomian     Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

4.     Undang-Undang     Nomor     1     Tahun           2004           tentang
Perbendaharaan Negara (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Nomor  4355),     sebagalmana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2020   tentang   Penetapan
Peraturan  Pemerintah   Pengganti  Undang=Undang  Nomor   1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Vt.nts
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman    yang     Membahayakan     Perekonomian     Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun    2004    tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor    104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

6.     Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011  tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa
kali  teralchir  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor   12
Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan   Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2022
Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6801);

7.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, teraThir
dengan    Undang-Undang    Nomor   6   Tahun    2023    tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  Menjadi  Undang-
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Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

8.     Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  5601),   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang   Nomor   6  Tahun   2023   tentang   Penetapan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti  Undang-Undang  Nomor   2
Tahun   2022   tentang   Cipta   Keria   Menjadi   Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9.     Undang-Undang  Nomor   1   Tahun   2022   tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(I.embaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor      109     Tahun   2000   tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4502),
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan    Atas  Peraturan
Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tahun   2012   Nomor   171,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem
Informasi   Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   I+embaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576),  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   56
Tahun   2005   tentang   Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2006    Nomor    25,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    39    Tahun    2007    tentang
Pengelolaan  Uang Negara/Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738) ;

15.   Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5165);

16.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5272);

17.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    27    Tahun    2014    tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2014    Nomor    92,    Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor      5533)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik  Negara/Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523) ;

18.  Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2017   tentang  Hak
Keuangan  dan  Administrasi   Pimpinan   dan  Anggota  Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  6057),  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2023  tentang
Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah Nomor  18 Tahun  2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2023  Nomor 6, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

19.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Badan
Usaha   Milik   Daerah   (I.embaran   Negara   Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

20.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 2  Tahun  2018  tentang  Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2018  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

21.  Peraturan    Pemerintah    Nomor     12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

22.  Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor 52,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi
Pemerintah   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6385) ;

24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum   Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
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dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   120  Tahun
2015 tentang Perubahali Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun  2018  tentang  Pembentukan  Produk  Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor
157);

25.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
RIasifikasi,       Kodefikasi,      dan      Nomenklatur      Percanaan
Pembangunan dan Keuangan  Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).,

26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah    Tahun    Anggaran    2023    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

28.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana    telah     diubah     dengan     Peraturan     Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2021   Nomor
03);

29.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  10 Tahun 2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun   2022    Nomor    10,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

30.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  11 Tahun 2022
tentang  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah  Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor  11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RARTAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :    PERATURAN      DAERAH      TENTANG      PERUBAHAN     ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANUA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.     Pemerintah   Daerah   adalah   Kepala   Daerah   sebagai   unsur   penyelenggara

Pemerinfahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.     Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah
Lembaga   Perwakilan   Rakyat   Daerah   yang   berkedudukan   sebagai   unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.     Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5.     Perangkat   Daerah   adalah   unsur   pembantu   Bupati   dan   DPRD   dalam

penyelenggaraan     Urusan     Pemerintahan     yang     menjadi     kewenangan
Daerah.

6.     Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   yang   selanjutnya   disingkat
APBD    adalah    rencana    keuangan    tahunan    Pemerintah    Daerah    yang
dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,  dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.     Pendapatan   Daerah   adalah    semua   hak   Daerah   yang   diakui   sebagai
penambah     nilai    kekayaan     bersih     dalam     periode     tahun    anggaran
berkenaan.

8.     Belanja  Daerah  adalah  semua  kewajiban  Pemerintah  Daerah  yang  diakui
sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran
berkenaan.

9.     Defisit  Anggaran   Daerah  yang   selanjutnya  disebut  Defisit   adalah   selisih
kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

10.   Surplus    Anggaran    Daerah   yang    selanjutnya    disebut    Surplus    adalah
selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

11.   Pembiayaan   Daerah  yang   selanjutnya   disebut   Pembiayaan   adalah   setiap
penerimaan   yang   perlu   dibayar   kembali   dan/atau    pengeluaran   yang
akan   diterima   kembali,   balk   pada   tahun   anggaran   berkenaan   maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

12.   Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13.   Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
14.   Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  yang  selanjutnya  disebut  SiLPA  adalah

selisih    lebih    realisasi    Penerimaan    dan    Pengeluaran    anggaran    selama
satu periode anggaran.

15.   Dana    Perimbangan    adalah    dana    yang    bersumber    dari    pendapatan
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara   yang   dialokasikan   kepada
Daerah   unfuk   mendanai   kebutuhan   Daerah   dalam   rangka   pelaksanaan
desentralisasi     sebagaimana     dimaksud     dalam     Peraturan     Pemerintah
Nomor 55 Tchun 2005 tentang Dana Perimbangan.

16.   Pajak   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Pajak   adalah   kontribusi   wajib
kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat
me maksa           berdasarkan           U ndang-U ndang,            dengan            tidak
mendapatkan  imbalan   secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan
Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

17.   Retribusi   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Retribusi   adalah   pungutan
Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang
khusus   disediakan   dan/atau   diberikan   oleh   Pemerintah   Daerah   untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

18.   Dana   Bagi   Hasil   yang   selanjutnya   disingkat   DBH   adalah   dana   yang
bersumber  dari   pendapatan   tertentu   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Negara  yang   dialokasikan   kepada   Daerah   penghasil   berdasarkan   angka
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persentase       tertentu       dengan       tuj uan       mengurangi       ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

19.   Dana   Bagi   Hasil   Pajak   yang   selanjutnya   disebut   DBH   Pajak   adalah
bagian  Daerah  yang  berasal  dari  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan,   Pajak  Penghasilan  Pasal
25   dan   Pasal   29   Wajib   Pajak   Orang   ELbadi   Dalam   Negeri,   dan   Pajak
Penghasilan      Pasal      21      sebagaimana     dimaksud      dalam      Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

20.   Dana  Alokasi  Umum  yang  selanjutnya  disingkat  DAU  adalah  dana  yang
bersumber   dari   pendapatan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara
yang   dialokasikan    dengan    tujuan    pemerataan    kemampuan    keuangan
Antar-Daerah     untuk     mendanai     kebutuhan     Daerah     dalam     rangka
pelaksanaan Desentralisasi.

21.   Dana  Alokasi  Khusus  yang  selanjutnya  disingkat  DAK  adalah  dana  yang
bersumber   dari   pendapatan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara
yang    dialokasikan    kepada    Daerah    tertentu    dengan    tujuan    untuk
membantu     mendanai     kegiatan     khusus     yang     merupakan     urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

22.   Pinjaman   Daerah   adalah   semua   transaksi   yang   mengakibatkan   Daerah
menerima   sejumlah   uang   atau   menerima   manfaat   yang   bemilai   uang
dari   pihak   lain   sehingga   Daerah   tersebut   dibebani   kewajiban   untuk
membayar kembali.

23.   Piutang   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Piutang   adalah  jumlah   uang
yang  wajib   dibayar   Pemerintah   Daerah   dan/atau   kewajiban   Pemerintah
Daerah    yang    dapat    dinilai     dengan     uang     berdasarkan     peraturan
perundang-undangan,   peljanjian,   atau   berdasarkan   sebab   lainnya   yang
sah.

24.   Pemberian  Pinjaman  Daerah  adalah  bentuk  investasi  Pemerintah  Daerah
pada   Pemerintah   Pusat,    Pemerintah    Daerah   lainnya,    Badan   Layanan
Umum   Daerah   milik   Pemerintah   Daerah   lainnya,   Badan   Usaha   Milik
Negara,   Badan   Usaha   Milik   Daerah,   Koperasi,   dan   Masyarakat   dengan
hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

25.   Dana  Cadangan  adalah  dana  yang  disisihkan  untuk  mendanai  kebutuhan
pembangunan  prasarana  dan  sarana  Daerah  yang  tidak  dapat  dibebankan
dalam I (satu) tahun anggaran.

BAB 11
PERUBAHAN APBD

Pasal 2

(1)    Dengan Peraturan  Daerah ini,  ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2023.

(2)    Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rpl.879.087.294.630,00 (satu triliun
delapan ratus tujuh puluh   sembilan milyar delapan puluh tujuh  juta dua ratus
sembilan puluh empat ribu enarn ratus tiga puluh rupiah) bertambah/berkurang
sebesar Rp782.770.632.782,OO (tujuh ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus
tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua
rupiah)  sehingga menjadi  Rp2.661.857.927.412,00  (dua triliun  enarn  ratus  enam
puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh
tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
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1.     Pendapatan Daerah
a.     Semula
b.     Bertambah/(berkurang)

Rp 1.776.967.497.815,00
389.511.632.916,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan   Rp.

2.     Belanja Daerah
a.     Semula
b.     Bertambah/(berkuranal
Jumlah Belanja daerah setelah perubahan

3.     Pembiayaan Daerah
a.     Penerimaan pembiayaan

1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp

2.166.479.130.730,00

1.837.050.831.630,00
782.170.632.782,00

Rp.

Rp

2.619.221.464.412,00

102.119.796.815,00
393.258.999.866,00

Jumlah  Penerimaan  Pembiayaan  setelah   Rp.
perubahan

b.     Pengeluaran pembiayaan
1)      Semula                                                            Rp
2)     Bertambah/(berkuranal

495.378.796.681,00

42.036.463.000,00
600.000.000,00

Jumlah  Pengeluaran  Pembiayaan  setelah   Rp.
perubahan
Jumlah      pembiayaan      neto      setelah   Rp.
perubahan
Sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  setelah   Rp.
pembahan

Pasal 4

42.636.463.000,00

452.742.333.681,00

(0,00)

Anggaran  Pendapatan  Daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3,  bersumber
dari:
a.     Pendapatan Asli Daerah

1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah    pendapatan    asli    daerah
perubahan

b.     Pendapatan Transfer
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah       pendapatan       tran sfer
perubahan

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp 204.958.186.338,00
16.408.763.675,00

setelah   Rp.

Rp

221.366.950.012,00

1.452.009.311.477,00
493.102.869.241,00

setelah   Rp.

Rp

1.945.112.180.718,00

120.000.000.000,00
120.000.000.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Sah   Rp.
setelch perubahan

Pasal 5

0,00

(1)    Pendapatan  asli  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  a,
bersumber dari:
a.     PajakDaerah:

I)     Semula
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp 80.230.793.273,00
93.837.727,00

Rp. 80.324.631.000,00
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b.     Retribusi Daerah:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah     retribusi     daerah
perubahan

C.

Rp 6.808.960.192,00
1.166.387.892,00

setelah   Rp.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
1)      Semula                                                              Rp.
2)     Bertambah/(berkurang)

5.642.572.300,00

16.944.300.000,00
2.139.429.000,00

Jumlah    Hasil    Pengelolaan    Kekayaan   Rp.
Daerah      yang      Dipisahkan       setelah
perubahan

d.     Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang}

Rp

14.804.871.000,00

loo.974.132.872,00
19.620.742.840,00

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah   Rp.
yang sah setelah perubahan

120.594.875.712,00

(2)    Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber
dari:
a.     Transfer pemerintah pusat:

1)      Semula                                                             Rp
2)     Bertambah/(berkurang)

1.323.872.059.000,00
419.762.076.426,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah   Rp.          1.743.634.135.426,00
perubahan

b.     Transfer Antar Daerah:
1)     Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp 128.137.252.477,00
73.340.792.815,00

Jumlah   transfer   antar   daerah   pusat   Rp.
seteiah perubahan

201.478.045.292,00

(3)    Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c, bersumber dari:
a.     Pendapatan Hibah:

1)      Semula                                                            Rp
2)     Bertambah/(berkurang)

120.000.000.000,00
120.000.000.000,00

Jumlah     pendapatan     hibah     setelah   Rp.
perubahan

b.     Dana Darurat:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

C.

Rp

0'00

Jumlah dana darurat setelah perubahan     Rp.

Lain-lain  pendapatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan:
1)      Semula                                                              Rp.
2)     Bertarnbah/(berkurang)
Jumlah    Lain-lain    pendapatan    sesuai   Rp.
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah perubahan
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Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
a.     Belanja operasi :

1)   Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja operasi setelah perubahan

b.      Belanja Modal:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal setelah perubahan

c.      Belanja Tidak Terduga:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp.           1.248.375.407.339,00
279.498.672.596,00

Rp.           1.527.874.079.935,00

Rp.             349.869.643.933,00
455.625.397.266,00
805.495.041.199,00

Rp 17.554.293.358,00
6.004.487.080,00

Jumlah     belanja     tidak     terduga     setelah   Rp.
perubahan

d.     Belanja Transfer:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Pasal 7

Rp

11.549.806.278,00

221.251.487.000,00
53.051.050.000,00

274.302.537.000,00

(1)    Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
a.     Belanja pegawai:

1)      Semula                                                              Rp.              701.094.993.538,00
2)     Bertambah/(berkurang) 28.056.162.133,00
Jumlah       belanja       pegawai       setelah   Rp.
perubahan

b.     Belanja Barang dan Jasa:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp

673.038.831.405,00

488.633.969.852,00
266.878.618.698,00

Jumlah  belanja  barang dan jasa  setelah   Rp.
perubahan

c.      BelanjaBunga:
1)      Semula                                                            Rp
2)     Bertambah/(berkurang)

755.512.588.550,00

6.529.955.000,00
0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan    Rp.

d.     Belanja subsidi:
1)      Semula                                                               Rp.
2)     Bertambah/(berkurang)                            Rp.
Jumlah       belanja       subsidi       setelah   Rp.
perubahan

e.      BelanjaHibah:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)
Uumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp

6.529.955.000,00

0'00
1.370.000.000,00
1.370.000.000,00

32.323.088.949,00
36.019.816.031,00

Rp. 68.342.904.980,00
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f.      Belanja Bantuan sosial:

1)      Semula
2)     Bertanbah/(berkurang)

Rp 19.793.400.000,00
3.286.400.000,00

Jumlah  belanja  bantuan  sosial  setelah   Rp.
perubahan

23.079.800.000,00

(2)    Belanja Modal sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
a.     Belanja ModalTanah:

1)      Semula                                                               Rp.                24.304.121.732,00
2)     Berfambah/(berkurang) 42.852.645.253,00
Jumlah   belanja   modal   tanah   setelah   Rp.
perubahan

b.     Belanja Modal peralatan dan Mesin:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp

67.156.766.985,00

44.921.008.103,00
124.948.378.450,00

LJumlah   belanja   modal   peralatan   dan   Rp.
mesin setelah perubahan

c.     Belanja Modal Gedung dan Bangunan:
1)      Semula                                                             Rp.
2)     Bertambah/(berkurang)

169.869.386.553,00

75.479.805.077,00
39.254.802.607,00

Jumlah    belanja    modal    gedung    dan   Rp.
bangunan setelah perubahan

d.     Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp

114.734.607.684,00

201.684.452.145,00
241.933.508.440,00

Jumlah  belanja  modal jalan,  irigasi  dan   Rp.
jaringan setelah perubahan

e.      Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp

443.617.960.585,00

2.683.256.876,00
6.163.162.516,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya   Rp.
setelah perubahan

f.      Belanja Modal Aset Lainnya
1)      Semula
2)     Bertanbah/(berkurang)

Rp

8.846.419.392,00

797.000.000,00
472.900.000,00

Jumlah    belanja    modal    aset    lainnya   Rp.
setelah perubahan

9.     Belanja Modal Aset Tidak Berwujud:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp

1.269.goo.000,00

LJumlah     belanja     modal     aset     tidak   Rp.
berwujud setelah perubahan

(3)    Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,  terdiri
atas:
a.      Semula                                                                      Rp.                17.554.293.358,00
b.     Bertambah/(berkurang) 6.004.487.080,00
Jumlah     belanja     tidak     terduga     setelah   Rp.
perubahan

11.549.806.278,00
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(4)    Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hunrf d, terdiri alas:
a.     Belanja Bagi Hasil:

1)      Semula                                                             Rp.                  8.709.000.000,00
2)     Bertanbah/(berkurang) 0,00
Jumlah   belanja   tidak   terduga   setelah   Rp.
pembahan

b.     Belanja Bantuan Keuangan:
1)   Semula
2)   Bertambah / (berkurang)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah   Rp.
perubahan

Pasal 8

8.709.000.000,00

212.542.487.000,00
53.051.050.000,00

265.593.537.000,00

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
a.     Penerimaan pembiayaan:

1)      Semula                                                                           Rp.               102.119.796.815,00
2)     Bertambah/(berkurang) 393.258.999.866,00
Jumlah     penerimaan     pembiayaan     setelah   Rp.
perubahan

b.     Pengeluaran pembiayaan:
1)   Semula
2)   Bertambah/ (berkurang)

Rp

495.378.796.681,00

42.036.463.000,00
600.000.000,00

Jumlah    pengeluaran    pembiayaan    setelah   Rp.
pembahan

Pasal 9

42.636.463.000,00

(1)    Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri
atas:
a.     Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1)     Semula                                                          Rp.
2)     Bertambah/(berkurang)

102.119.796.815,00
393.258.999.866,00

Jumlah  sisa lebih  perhitungan  anggaran   Rp.
tahun sebelumnya setelah perubahan

b.     Pencairan Dana cadangan:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp

495.378.796.681,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah   Rp.
pembahan

c.     Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:
1)      Semula                                                              Rp.
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah   Rp.
yang dipisahkan setelah perubahan

d.     Penerimaan pinjaman Daerah:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp

Jumlah   penerimaan   pinjaman   daerah   Rp.
setelah pembahan
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Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:
1)      Semula                                                               Rp.
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah  penerimaan  kembali  pemberian   Rp.
pinjaman daerah setelah perubahan

f.      Penerimaan  pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan:
1)      Semula                                                               Rp.
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah  Penerimaan  pembiayaan  lainnya   Rp.
sesuai     dengan     ketentuan     peraturan
perundang-undangan setelah perubahan

(2)    Pengeluaran pembiayaan sebagainana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri
atas:
a.     Pembentukan Dana cadangan:

1)      Semula                                                             Rp
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah    pembentukan    dana   cadangan   Rp.
setelch perubahan

b.     Penyertaan Modal Daerah:
1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp 21.536.463.000,00
600.000.000,00

Jumlah penyertaaan modal daerah setelah   Rp.
perubahan

c.     Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo:
1)      Semula                                                               Rp.
2)     Bertambah/(berkurang)

22.136.463.000,00

20.500.000.000,00
0,00

Jumlah  Pembayaran  cieilan  pokok utang   Rp.
yang jatuh tempo setelah perubahan

d.     Pemberian pinjaman Daerah:
1)      Semula
2)     Bertanbah/(berkurang)

e.

Rp

20.500.000.000,00

Jumlah     pemberian     pinjaman     daerah   Rp.
setelah perubahan

Pengeluaran  pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan:
1)      Semula                                                               Rp.
2)     Bertambah/(berkurang)
Jumlah  Pengeluaran  pembiayaan  lainnya   Rp.
sesuai     dengan     ketentuan     peraturan
perundang-undangan setelah perubahan

Pasal 10

(1)    Dalam  keadaan  darurat  termasuk  keperluan  mendesak,  dengan  Peraturan
Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya  dan/atau  pengeluaran  melebihi  pagu  yang  ditetapkan  dalam
Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya di tampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalarn Laporan Realisasi Anggaran
bagi  Pemerintah  Daerah yang  tidak melakukan  perubahan APBD  atau  telah
melakukan perubahan APBD.
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(2)    Keadaan damrat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.     bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa;
b.     pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.     kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.

(3)    Keperluan mendesak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.     kebutuhan  daerah  dalam  rangka  Pelayanan  Dasar  masyarakat  yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berialan;
b.     belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja  yang bersifat wajib;
c.     pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah  dan

tidak    dapat    diprediksikan    sebelumnya,    serta    amanat    peraturan
perundang-undangan; dan/ atau

d.     pengeluaran  daerah  lainnya  yang  apabila  ditunda  akan  menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal  1 1

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Daerah  ini,
terdiri dari:
1.     Lampiranl

2.    Lampiranll

3.    Lampiran Ill

4.    Lampiran lv

5.    Lanpiranv

6.    LampiranvI
7.    Lanpiran VII

8.   hapiranvIII

9.    Lanpiran lx

10.  Lampiran X

11.  I,ampiran RI
12.  Lampiran XII
13.  Lampiran XIII

14.  Lampiran AV

15.  Lanpiran XV
16.  Lanpiran XVI
17.  Lampiran "1

Ringkasan   Perubahan   APBD   yang   Diklasifikasi   Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan   Perubahan   APBD   yang   Diklasifikasi   Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian   Perubahan  APBD   Menurut   Urusan   Pemerintahan

Daerah,     Organisasi,     Pendapatan,     Belanja,     dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi       Perubahan       Belanja       Menurut      Urusan
Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,     Program,  dan  Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Daerah  Untuk  Keselarasan
dan   Keterpaduan   Urusan   Pemerintah   Daerah   dan   Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi    Program    pada    RPJMD    dengan    Rancangan
Perubahan APBD ;
Sinkronisasi   Program,   Kegiatan   dan   Sub   Kegiatan   pada
Perubahan  RKPD  dan  Perubahan  Perubahan  PPAS  dengan
Rancangan Perubahan APBD;
Sinkronisasi   Program   Prioritas   Nasional   dengan   Program
Fhioritas Daerah ;
Sinkronisasi      Major   Project   dengan   Dukungan   Program
Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar   Penyertaan   Modal   Daerah   dan   Investasi   Daerah
Lainnya;
Daftar  Perkiraan  Penambahan  dan  Pengurangan  Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjarnan Daerah
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BJus Ill
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 12

Ketentuan  lebih  lanjut mengenal  Penjabaran  Perubahan APBD  Tahun  Anggaran
2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuridangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahhan   pengundangan   Perafuran
Daerah ini  dengan penempatanrrya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tan8gal  Cij  crfutougT  20£'3

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKIIFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal    C}j  aL£±Gu€r  2C23

SEKRE'IARIS DAERAII KABUPATEN TABALONG ,

TTD
HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN TABALONG TAI+UN 2023 NOMOR qu

NOREG  PERATURAN  DAERAII  KABUPATEN  TABALONG  PROVINSI  RALIMANTAN
SELATAN (4-55 /2023}


